
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl HALMAHERA TENGAH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan
Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 Lciitmjig PciigclulfcifcUi Dcucuig Ivlilik Negara/
Daerah, maka pelaksanaan pengelolaan barang milik-
daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu
unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;

c. bahwa guna menjamin terlaksananya tertib
administrasi dan tertib pengelolaan."barang. milik
daerah, diperlukan suatu kesamaan persepsi dan
langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-
unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik
daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf, huruf b dan huruf c
tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang
Perietapan Und^g-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada



Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten

Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kcta Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran xNegara KI Nomor 42b2) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);-

8." Undang-uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971

tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang



Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumeih
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nagara
RepubUk Indonesia Nomor 4515);

12. Peraturan Pemerintah Nonor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Negara R.I. Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2Ul)b iNomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 Tentang
.Pengelolaan Bar^g Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R,I. Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.f. Nomor
4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : RAWCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

HALMAHERA TENGAH TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN BARANG MlLlK DAERAH.

BABl

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. • Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
. Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negaxa

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ad^ah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Sekretaris daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

selaku.pengelola bareing miUk daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

Pemerintah Daerah" dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menurut



asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Hngkungan
pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah.

10. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lalnnya
yang sah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pengelola Barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengeioiaan aarang Milik uaerah.

13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembsintu
pengelola adalah pejabat/unit yang bertanggungjawab mengkoordinir
penyelenggaraan Pengeioiaan Barang MiHk Daerah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah.

14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah
pejabat pemegang kewenagan penggunaan Barang Milik Daerah.

15. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan keija atau
pejabat yang ditUnjuk oleh pengguna-untuk menggunakan bar^g nuHk
daerah yang berada dalam penguasaahnya.. - : " - .

16. Penyimpanan barang milik dae^rah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

17. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaiari yang ada di setiap
satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

perangkat daerah selaku pengguna barang.
19. Unit Keija adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

20. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiUki oleh Pemerintah
Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.

21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang
telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai^ dasar d^arri
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.



22.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang daerah dan jasa.

23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik
daerah dari gudang ke unit keija pemakai.

24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang milik daerah selalu dal£im keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

25. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan
barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya
hukum.

26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang bersangkutan.

27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija
Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, keijasama
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

28. sewa adaiah pemaniaatan barang milik daerah oien pmak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkarx kembali kepada pengelola.

30. Keijasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaari daerah bukan pajak/pendapatan daerah" dan sumber
pembiayaaij-lainnya.. • ' ' '

3 L Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya .diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

32. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

33. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari
- daft^ b^ang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna



46. Daftar barang kuasa pengguna yang seleinjutnya disingkat DBKP adalah
daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa
pengguna.

47. Daftar HasU Pengadaan yang selanjutnya disingkat DHP adalah daftrar
yang memuat hasil pengadaan.

48. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rimiah dinas, kendaraan
dinas dan lain- lain barang yang memerlukan standarisasi.

49. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis,
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB n

ASAS, JVIAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a. Fungsional;
b. Kepastian hukum;
c. Transparansi dan keterbukaan;
d. Etisiensi;

e. Akuntabilitas;

f. Kepastian nilai;
g. Ekonomis; dan
h. Tertib.

Pasal 3

Pengelolaan Barang Milik Daerah adal^ untuk:
a. 'Mengamankan barang milik daerah;.
b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang

milik daerah;

c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

Pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib
administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang mil^ daerah.
c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efesien, efektif,

fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang
milik daerah.
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BABm

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan
daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik
Negara.

Pasal 6

(1) barang milik daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peijanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoien kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. Pengadaan;
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. Pengguriaan; • - '
e. •Penatausahaan; ' ' " . . . • -

f. Pemanfaatan; . ' •
g. Pengamanari dan pemeliharaan;

h. Petiilaian;

i. Penghapusan;
j. Pemindahtanganan;
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendaliein;
1. Pembiayaan, dan
m. Tuntutan ganti rugi.



dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada deilam penguasaannya.

34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah.

35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang mxUk daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

36.Tukar menukar bareoig milik daerah/tukar guling adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah
daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

38. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagEu modai/saham daerah pada Badan Usana Milik JNegara/Daerah
atau badan hukum lainnya.

39. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

40. Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna
menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk rrielakukan pendataan, pencatatan,
.dan pelaporan hasn pendataah barang mililidaerah. .

"42. Pelaporan adalsih riierupakan rangkaian .pelaporan" semesteran d^
tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.

43. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang
milik daerah.

44. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang terdiri dari-penilai internal
dan penilai ekstemal.

45. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah
daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing
pengguna.



BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
berwewenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
a. Sekertaris Daerah selaku pengelola;

b Kepaia Satuan Kerja (Kepala Dinas/Badan) Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola;

c. Kepala SKPD selaku pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
e. Penyimpan barang miUk daerah, dan
f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 9

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,
mempunyai wewenang:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. Meneta-pkan penggunaan, pemanfaatan atau memindahtanganan tanah

dan bangunan;

c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Menyetujui usul pemindahtangan dan penghapusan barang milik
Daerah sesuai batas wewenangnya, dan • -

f. Menyetujui usul" i^rnanfaatan .barang milik daerah selain tanah
' dan/atau bangunan. .

(2) Sekertaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:
a. Menetapkan yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

barang milik daerah;
d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Bupati;

e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah, dan

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang
milik daerah. "
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(3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pembantu
Pengelola mempunyai tugas:
a. Mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

ada pada SKPD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan;

b. Membantu Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan
tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf
a sampai dengan huruf f;

c. Menyusun standarisasi saranan dan pra Parana kerja Pemerintah
Daerah serta standarisasi harga.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan
bertanggungjawab:

a. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBDM),
Rencana Kebutuhan Pemeliharagm Barang Milik Daerah (RKPBMD)
bagi satuan keija perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui pengelola;

b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
peroienan lainnya yang san kepada Bupaa melalui pengelola;

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi beirang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan
keija perangkat daerah yang dipimpinya;

e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasannya;
. - Meiigajukah usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tahah

dan/atau b^gunan. yang tidak memerlukan persetujuan 'Dewan
Perwakilan Daerah dan barang tnilik. daerah selain tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah yang ada dalam penguasannya, dan

i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran
-(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada
dalam penguasannya kepada pengelola.

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik
daerah, berwenang dan bertanggungjawab:

"^aV Meiigajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit keija
yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
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b. Melakukan pencatatan dan iventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasannya;

c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit keija
yang dipimpinnya;

d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan

f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja
perangkat daerah yang bersangkutan.

(6) Penyimpan Barang bertugas:
a. Menerima, menyimpan dan menyaluran barang milik daeraJi yang

berada pada pengguna/kuasa pengguna;
b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan

dokumen pengadaan;
d. Mencatat barang milik daeraii yang ditermia ke daiam buku/kartu

barang;

e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan, dan
f.Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang

milik daerah kepada Kepala SKPD.

(7) Pengurus Barang bertugas:
a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing

SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke
dalam Kartu Iventaris Barging (KIB), K^u Inventaris Ruangan (KIR),

. Biiku Inventaris (BI);dan Buku Induk Iventaris (BII), sesuai kode'fikasi
dan penggolongan barang milik daerah;

b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;

c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Iventarisasi
5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan

d. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak
atau tidak dipergunakan lagi.

(8) Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah atau disebut Pengurus Barang
Kuasa Pengguna bertugas:

a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing
Kuasa Pengguna yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang
sah ke dalam Kartu Iventaris Barang (KIB), Kartu Iventaris Ruangan
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(KIR), Buku Iventaris (BI) dan Buku Induk Iventaris (BII), sesuai
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;

c. Menyiapkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBKPT) serta Laporan
Iventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di Unit SKPD kepada
Pengguna; dan

d. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak
atai •. tidak dipergunakan lagi kepada pengguna.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
beserta wewenang dan tanggungjawabnya diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

(1) Pejabat selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dan dibantu
SKPD terkait, menyusun:

a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; dan
b. Standarisasi Harga.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangari. . ' • . -

(4) Peraturan daii Keputusan" Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat "(2)
dan ayat (3) dijadikan acuan menyusun Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (RKPBMD).

(5) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dalam rencana
kerja dan anggaran satuan keija perangkat daerah setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(6) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.

(7) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman
pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkem.'
dengan Keputusan Bupati.
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(8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

(9) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja anggeiran (RKA)
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan
penyusunan rencana APBD.

Pasal 11

Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang
milik daerah/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah masing-
masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna
dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD).

Fasai

(1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar
Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar
pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

(2) Daftar Kebutuhan Bareing Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKBPD), ditetapkan dengan

^-^.-Kepitiisafi Bup^.

Pasal 13

Satuan Kerja/Unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya
duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGADAAN

Pasal 14

Pengadaan barang milik daerah dilaksankan berdasarkan prinsip-prinsip
efesien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif
dffi'akOTtabei.
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Pasal 15

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut azas
keseragaman, Pengadaan barang/ jasa dapat dilaksanakan oleh Pengelola
Barang.

Pasal 17

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pemeriksaan oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan.

(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Keija
Perangkat Daeraii (JSKPD) untuk membentuk Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan.

Pasal 18

(1) Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dibiayai
darl APBD, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara

dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati meladui Pengelola dilengkapi
dengan Dokumen -

(2) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan b^ang/jasa pemerintah..
daerah kepada Bupati melalui pengelola.

(3) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dokumen pengadaan barang/jasa.

BAB vn

PENERIMAAN DAN PBNYALURAN

Pasal 19

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban

melaksanakan tugas administrasi pemerimaan barang milik daerah.
(3) penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
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Pasal 20

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh kepala
SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan
penggunaanya.

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah, dengan
membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Panitia Pemeriksaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang
diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah
Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai
salah satu syarat pembayaran.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajibein Pihak
Ketiga berdasarkan peijanjian dan/atau pelaksanaan dari perijinan
tertentu.

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dai'i Pihak Ketiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.

(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.

(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif
ruelakukan.penagihan- kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud'
pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 23

(1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan
atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari
Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

(2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola
melalui pembantu pengelola.

(3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada
pengguna.
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BAB VIII

PENGGUNAAN

Pasal 24

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh
pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok
dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada
pengelola disertai dengan usul penggunaanya; dan

b. Pengelola meneliti usul penggunaan sebagimana dimaksud pada. ayat
(2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 26

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan
dengan ketentuan bawah tanah dan/atau bangunan. digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna
dan/atau kuasa pengguna.

(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau
"baii^naii "termasuk barang iventaris lainnya yang tidak .digunakan-
untuk. kepentingan penyelenggaraan. tugas pokok dan fungsi' pengguna

- dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati"melalui Pengelola.

Pasal 27

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD
bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang" tidak digunakan sesiiai tugas pokok dan
fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat
dialihkan kepada SKPD lainnya.
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BAB IX

PBNATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 28

(1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna
{DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan
dan kodefikasi barang.

(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.

(3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan
pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD),

Pasal 29

(1) Pengelola menyrmpan seluruh dokumen kepemilikan Barang Milik
uaerah.

(2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan
barang milik daerah selain tanah dan bangunan dengan persetujuan
Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Iventarisasi

Pasal 30

(1) Pengelola^ dan pengguna melaksanakan sensus. baS-ang milik . daerah
setiap" 5- (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku
Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik
daerah.

(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Sensus barang milik daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh
SKPD dalam wilayah Kabupaten^Halmahera Tengah.

(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3
(tiga) bulan setelah selesainya sensus.

(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik
daerah.
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(7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengeijaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat(l).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

(1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui pengelola.

(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 32

(1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah
Uaerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampikan secara
beijenjang.

Pasal 33

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang
milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Pasal 30 dan Pasal 31, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Barang Daerah (SIMBADA) dan/atau yarig "sejenisnya: ..."

BAB X

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang ^
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh
pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

(2) Pemanfatatan barang miUk daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
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pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan
pengelola.

(4) Pemanfaatn barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah
dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 35

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Keijasama Pemanfaatan; dan
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 36

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang
belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada
Pihak Ketiga sepanjang menguntiangkan daerah.

(2)' Bar^g^milik' daerah yang disewakan, tidak mengubah status
; kepemilikan bar^g daerah. '

(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tan^ dan/atau" bangunan
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari
Bupati.

(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau
bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan
oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat
persetujuan dari pengelola.

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

(6) Penyewaan dileiksakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa,
yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak ysing terkait dalam peijanjian;
I5r\jeriis; luas^ataii^jumleih barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
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c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

selam jangka waktu penyewaan; dan
d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah.

Pasal37

(1) Pemanfataan barang milik daerah selain disewakaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 dapat dikenakan retribusi.

(2) Retribusi dalam pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah
sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Bagiati Keempat

Pinjaxn Pakai

Pasal 38

(.1) -Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan inaupun
selain" t^ah" dan/atau bangunan, dapat' dipinjampakaikan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status
kepemilikan barang daergih.

(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak yang terkait dalam peijanjian;
b. Jenis, luas dan jumlali barang yang dipinjamkan;
c. Jangka waktu peminjaman;
d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Kerjasama pemanfaatan

Pasal 39

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan
dalam rangka:
a. Mengoptimalkan daya gima dan hasil guna barang milik daerah; dan
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fe.- TMejijngkatkan •penerimaan daer^^. •: •-

d.;, - .j Psis^ 40

/

; (l;)u^.:Kerja§^a p^mania^rtan vl;)^ mSpLk daerab• dilaksanakan sebagai
.-ArW-' i -''A'--.'. T ''-LI''-- -A-L.-'—- ' i. "" "i'.-.J ' "f?'

benkut: - ----

a. Keijasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;

b. Keijasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh pengguna; dan

c. Keijasama pemanfaatan atas barging milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh

U; :-iar4)engguriai sfetelah mehdapaUpersetuju^cpehgelolav->i-= i. i.,

Paisai 41

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD

untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang
diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;

b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/Ielang
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat
dilakukan penunjukkan langsung;

c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke
rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan
hasil keijasama pemanfaatan;

d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim
yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola
barang;

f Selama jangka waktu pengoperasian, mitra keijasama pemanfaatan
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang
menjadi obyek keijasama pemanfaatan;
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. _ .g.^Jangka^waktu keijasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh)
tahim sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang pgiling
lama 10 (sepuluh) tahun; .

(2) Biaya pengkajian, penilitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang,
Keijdil3je]5ank^ipadmAn^ar^rfendapalHn:dan^:BetojasDaerah. 30c =
(3) "Biaya yarig berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan pehyusunan

surat peijanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada
Pihak Ketiga.

(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang
menjadi obyek keijasama pemanfaatan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku
dalam hal keijasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah
dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut dibaweih ini:
a. Infrastruktur transporta.si meliputi pelabuhan laut, sungai atau

danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
b^. Infrastrukturjalan.meliputi jalan tol dan jembatan tol;

:.-:,..rj.i^--Jnfrastmktur^sulnber dayaia&omeliputi saluran pembawa air baku dan
/ "waduk/ljendungan; ; / • - *

" d. Infrastruktur air minuin meliputi bangunan pengambilsin air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air
minum;

e. Infrastruktur air litnbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan jeiringan utama, dan sarana persampahan
yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. Infrasturktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau

distnbusi tenaga listrik; atau

h. Infrastruktur minyak bumi dan gas meliputi pengolahan,
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan
gas bumi.

(6) Jangka waktu keijasama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 50 (lima puluh) tahun sejak peijanjian yang ditandatangani.

Pasal 42

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan
status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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^ • Bagiaii Keenam

Bangun Guna Serah
. : :h; Pasal 43

(S^e^gai^n^iki^^er^ daerah^vU^at^i^dilal^ dengan
• - -

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna
kepada Bupati;.dan

c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.

•5 p. \4 ) < r" r i ; JV i 4T « r'li ; H . i j r j v

--i 'V-'ji • - ...

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan nielalui tender/lelang
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

(2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu
pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar konstribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh
Bupati;

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek
Bangun Guna Serah; dan

c. Memelihara objek Bangun Guna Serah.
(3) Objek bangun gima serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

berupa sertifikat hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah.
(4) Ojek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh

dijadikan jaminan dan/atau digunakan.
(5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah,

dapat dijadikan jaminan dan/atau digunakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak peijanjian ditandatangani.

(7) Bangun guna serah dilaksanaakan berdasarkan surat peijanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak yang terkait dalam peijanjian;
b. Objek bangun guna serah;
c. Jangka waktu bangun guna serah;
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d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjiaji; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(8) Ijiri-mendirik^ bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah
" da^rah.

(Xj (9)3^:Sia^"anBengl^ abpenguihumanikaletider/lelang,
I^^Ha Anggar^ Pendapatan dan Belanja Daerah.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan
Surat Perjanjian, Konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada
pihak pemenang.

(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Bangun Serah Guna (BSG)
Pas^ 45

-- - (-l)--^B^gun' 'ser^-guna barang mil^ daerah dapat dilaksanakan dengan

~ a. Pemefint^ daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna
kepada Bupati; dan

c. Tidak tersedia dana Aaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun serah guna milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 46

(1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksankan melalui tender/lelang
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/
peminat.

(2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu
jjengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Bupati;

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek
Bangun Serah Guna; dan

c. Memelihara ojek Bangun Serah Guna.
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(3) -Objek bangun ser^ guna sebagaimana.dimaksud pada ayat (2) huruf b,
berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.

(•3) (f).i Qbjekib^gujaiserah guna berupa tanah Mdak.bole.h .dijadikan jaminan
^ ut^g/diaguttkan.

hakipengeloljaan.milik pemerinjtaJi,-..daerah,
dap^t "^jadiStei j&iin^ utang/diagurik^ dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak peijanjian ditandatangani.

(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat peijanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Ojek bangun serah guna;
c. Jangka waktu bangun serah guna;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

(8) Ijin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah
•... ---J..da©rah»?lj"i - , i-i 50 - -•> ./"O..--'v-i

- - - pengumuman lelang, dibebankan pada'

Angg^ah Pendapatan dan Belanja Daerah.
(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan

surat perjanjian. konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada
pihak pemenang.

Pasal 47

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan
sebagm berikut:

a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna
kepada Bupati setelah selesainnya pembangunan;

b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagvmakan barang milik daerah
tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peijanjian;
dan

c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah
Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
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" . BAB XI

PENGAMANAN DAN PBMELmARAAN

•(4i -L.-- . :Bagian Pertama .

•' V ' Pengamanan

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan
pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan,

inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi

barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara

pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; daji

i.ckisrdfcFengamaiian hukum antara meliputi ke^tan melengkapi laukti.
/Sfe^tirSt^S^^P^jTuliS^/penguasa^yangsah:.'-^ ,

Pasal 49

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
pemerintah daerah.

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 50

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan kuangan
daerah dan dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 51

(1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung
jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah
penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
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(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Fasal 52

(ij-P^rifguna dan/atau kuasa pen^una wajib membuat Daftar Hasil
Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala,

(2) Pembantu pengelola meneliti- laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan men3aisun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Laporari hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan
sebagai bahan evaluasi.

BAB XII

PENILAIAN

Pasal 53

rReriilaian.rbarangrinilik- daerah .dilakuk^ dalam.:rangka penyusunan neraca
-'Pej%erm1^e?Daer pemanfaal^ -dan - pemindahtahganan barang. milik
Saer^."

Pasal 54

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusuneui neraca
Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Pasal 55

(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53,
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat meHbatkan
penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah
menggunakan Nilai Jual Ojek Pajak (NJOP),

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABXm

PENGHAFUSAN

Pasal 56

Penghapusan barang milik daerah meliputi:
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a.. Penghapiisan dari Daftar B^ang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;

]D. Pf^^apusan dariDaftar Barang MiUk Daerah.

(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalnm Pasal
56 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah
tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah
beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab
lain.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
. dengan Keputusan Bupati,

-.s:Penuaian:paran^ mllii;:

- -"Pasal-SS'jidrUt:-:: •Vz.j"-'-

(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat

dipindahtangankan; atau
b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada
Bupati.

BAB XIV

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 59

(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergun; Jkan,
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik daerah,

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
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b. Disumbarigkan atau.dihibahkan kepada pihak lain. "
(4) Hasil pelelangan iimum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3)

, b. Hi.; ; a? disefor ke kas Daerah.r. ^ _

, Bagira Pertama
^-Beiituk-behtuk"Pemlndahtaiiganan dan Persetujuan

Pasal 60

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan
barang milik daer^, meliputi:
a. Penjualan;
b. Tukar menukar;

c. Hibah; dan

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- ^ v;a(l) .;Pei^^ barang milik daerah -sebagaimana dimaksud .daJam
dengan^;4i:eputusan Bupati setel^ mendapat

^ ^risetujiian Dewan Perwakilan Ralg^at Darah, untuk:
a. Tanah dan/atau bangunan; dan
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah, apabila:
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. Diperlukan bagi pegawai negeri;
d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
e. Dikuasai negara berdasaarkan keputusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis.

Pasal 62

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 63

• P^i^indalitangaiian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
' bemilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan
Pasal 64

(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau ideal;
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

dan

c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundeing-undangan.
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam

hal-hal tertentu. .

. • (3);K:PefigeGualian sebagaimaiaa dimaksud pada ayat (2) meliputi:
: sr- Bai^g itiiliH bersifat khusus;"

b. Barang milik derah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
pengelola.

(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Pasal 65

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil
Bupati yang berumur 5 (lima) tahun dapat dijual 1 (satu) satu buah
kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir,
setelah ada pengganti atau penggadaan kendaraan baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a
hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 tahun.

(4) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas di daerah.

31



-V'lrii

ir

Peuragraf 2
Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dlnas Operasional

Iw.'-- .Pasal 66 > - , -

dinas qperasipnal terdiri dari;

b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang

berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris
barang milik daerah. .

(3) Penjualan kendaraan dinas operasioanl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau terbatas
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih
yang karena rusak dan/ atau tidak efesien lagi berdasarkan rekomendasi
Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dapat dijual

, ,, kepada pejabat d^/atau pegawai negeri dana/atau aparatur sipil negara
pvi;.Pc:v.yang;;teto:me;^ masa kerja..sekuraiig;kurangnya 5"(lima) tahun,-

HKetuarJ3PRB>:rWaldh^ lainnya dan/atau
DPRD yang telah memiliki masa bakti sekurang-kurangnya 5

(lima tahun) sejak pelantikannya;
(5) Pegawai pemegang kendaraan yang akan memasuki pensiun atau

pegawai yang telah pensiun mendapat prioritas untuk membeli
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Kesempatan untuk membeli kendai-aan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hanya (1) kali dalam tenggang waktu 10 tahun,

(7) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
setelan dihapus dari daltar inventaris barang milik daerah.

Pasal 67

(1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, adalah yang
telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan
umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapka i oleh Keputusan
Bupati.

(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) jika sudah ada kendaraan pengganti
dan/atau tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas.
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Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 68 !

(Ij:- .Golong^ himahL^dinas daerah ..ditetapkahi dengan .Peraturan Bupati
~ "^suai'dengan"peraturah pehindang-undangan.

(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:

a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
c. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 69

(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan
fungslnya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/
atau-sudah ada pengganti.yang lain^ dapat dirubah statusnya menjadi

y-.-.mmahdinas.daerah.golongan 11/^
"(2^""RumaHHinas-daera"^golongan il dapat dirubah statusnya menjadi rumah

dinas daerah golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks
perkantoran.

(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah
dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 70

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan
ketentuan:

a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya
menjadi rumah dinas daerah golongan III;

b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lebih;

c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai
masa keija 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pemah membeli
atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah
atau pemerintah pusat;

d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah pen^uni yang
pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;

e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
f. Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh

Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus
diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 71

(1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan

vc.c^nilea^ Pamtia-P^aksir dan Panitia iPexiilaityang.
- derig^ Keputus^ Bupati.
(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disetor ke kas daerah.

Paragraf 4
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 72

(1) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris
_ ..thar^g milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga
i I-:.\penjualaitatasitanah dan/ataau bangunannya ^liinasi.
(2h:~PeIunasan:seb^a^an padk ayat (1) dilakukan d^m j^gka

waktu dalam dokumen peijanjiaii jual beli yang ditetapkan Bupati
dan/atau pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 5
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi.

Pasal 73

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau
bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses
dengan pertimbangan menguntungkan daerah.

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak
dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh
Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 74

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 tidak berlaku bagi
pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri
ditetapkan oleh Bupati.
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Paragraf 6
Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 75'

. (1) Penju^an -.baran milik daerah selain tanah^. dan/atau:iibangunan
oleh pengeldla' setelah mendapat pesetujuaji Bupiati.

(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
b.- Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh

pengguna sesuai dengan kewenangannya;
c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tifjak

menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam
batas kewenangannya; dan

d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan
Perwakilan Ral^at Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan

. ^ disertai dengan.pertimbangan atas usulan dimaksud.
(3)n:Peiierbit^ persetujuan pelaksanaan penju^an oleh pengelola- untuk

penjualan - sebagaimaiia; dimaksud pada ayat (2) hufuf d,,;dilakuk^.
setelah mendapat persetujuan Bupati dan Dewan Perwakilan Raliyat
Daerah.

(4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian ketiga

Tukar Menukar

Pasal 76

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksankan dengan pertimbangan:
a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan

pemerintahan;
b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Tukar menukar barang miHkdaerah dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah:
b. Antar Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik

Pemerintah lainnya;
d. Swasta.

Pasal 77

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

—O.I
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a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD
kepada Bupati melalui pengelola ;

b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
penyelen^araan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai

r--TjaaHengan-ta^ ruangwilayah.atau penata£in'kota;.dan lu ciii;£..-ian
' *'"~"c:"Bkr£ingliiilik daerah selain tanah dan/atau bangunan
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas
kewenangannya.

Pasal 78

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76
ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan

kepada Bupati disertai alasan/pertimbangein dan kelengkapan data
b.-'Tim..yang-dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji

•roi: "^asan /pertimbangan perlunya" tukar rhenukar tanah/atau bangunan
re vdaii aspek tekhis", ekphorais'd^yuridis; " ' 0.11
c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat

mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwaldlan Ral^at Daerah;

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan
sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti

harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 79

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76

ayat(l) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai

alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

b. Pengelola meneliti dan mengkaji alf san/pertimbangan perlunya tukar
menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan
jruridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat
mepertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya

d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan

pengelola; dan
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e.. Pelaksanaan -serah terirna barang dituangkan dalam beritar.acara. sreh
terima barang.

D. i'-i . _

Pasal 80

"(1)" Tukar menukar aritara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daefkh din"
antara pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka
selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita Acara hibah.

Bagian keempat
Hibah

Pasal 81

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk
.. ...kepe.ntingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelengg^aan

. .^';-pemeririt^an.".i^'" -r- < ' ;• . .
(2).Hib^:sebagaimma~ditTi^sud" pada ayat (1), Harus memenuhi ^arat

sebagai berikut:
a. Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
b. Bukan merupakan barang yeing menguasai hajat hidup orang banyak;

dan

c. Tidak digunakan lagi dalam penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 82

Hibah barang milik daerah berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan

keija perangkat daerah kepada Bupati;
b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk dihibahkan;

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala
satuan keija perangkat daerah kepada Bupati melalui pengelola; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 83

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a, ditetapkan
dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali
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tanah-dan/atau bangunan sebagaimana dimaksut dalam pasal:61.ayat
- (2);
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, ditetapkan

dengan keputusan Bupati.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud dsdam pasal 82 huruf c y^g bemilai ^

atas Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupi^) ditetapkan Seng^
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf d, dilaksanakan
oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 84

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan
kineija badan usaha milik Negara/Daerah atau badan Hul^m lainnya

:;^;?r-.y^^dimiliki oleh daerah. . ' ' -
":(2)::hBar^gzmilik-daerah: y^g; dijadikan sebagm penyertaan^iriodal^.daerah

sebagaimana dim^sud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

BAB XV

PEMBINAAN, PBNGENDALIAN Dan PENGAWASAN

Bagia Pertama

Pembinaan

Pasal 85

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaa barang milik daerah melakukan
pembinaan pengelolaan barang milik Daerah

(2) Pengelola Barang menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik
daerah

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Tugas Pokok, dan
Fungsinya menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan
pengelolaan barang milik de ivah sesuai dengan kebijakan sebagaimana
disebutkan pada ayat (2).
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- Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 86

(il) j.Biipati melakukan pengendalianipengelola^'barahg niilik d^erahii, ci: ,\
(2) Pengguha barang melakxikan pemaintauan d^ periertibto terhad^p

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan barang milik Daerah yang berada di
bawsih penguasaannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengguna.

(4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-
-undangan.

(6). • P'ehgelola.berwenang untiik inelalaikan pemantauan-dan investigasi atas
5_• pel^sanaan - -peiiggunaan-, pemanfaat^,- dan~ -"pemindaht^gan^

Bkrang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku.

(7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengelola dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtangajian Barang
Milik Daerah.

(8) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 87

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah,
disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pejabat/pegawai yang ir elaksanakan pengelolaan Barang MiUk Daerah
yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan
insentif.

(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas
diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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BABXVn

TUNTUTAW GANTI RUGI

Pasal 88

(1)... Setiap'Jcerugian daerah akibat ,kelalaian,,:.penyalahguHaan/pelangg^^
Mkuiri atas Pengelolaan Barang Milik 'Daerah diselesaikan meMui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sangsi administratif dan/atau
sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB xvin

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 89

(1) Penyelesaian terhadap Barang Milik Daerah yang disengketakan,
.dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat oleh

, cr unitkeija/satuan atau pejabalyang ditunjuk. -. i-.";- r.ta^
(2):•Apabila^periyelesaian.sebagaimana dimaksud .padarayafc(1): tidakrtercap^,

dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun
secara perdata.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian
hukum dan atau lembaga hukum yang ditunjuk.

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam
APBD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Barang Milik
Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

(1) Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen
kepemilikannya.

(2) Penyelesaian dokuiren kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2),
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 91

Pengelolaan barang milik daerah khususnya . yang terkait dengan
pemifidahtanganan dan pemanfaatan (kerja sama pemanfaatan; bangiin
guriaj-serah 4^ b^gun serahcgunaj yang sudah.lperjal^idan/atait^i^^
dalam"pr6ses "sebelum ditetapkanhya peraturan daefaK ini, tetap '̂̂
dilaksanakan.

BAB XX

KETBNTUAN PEWUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang
mengatur Pengelolaan Barang Daerah yang bertentangan dengan peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 93 „

Hal-hM yarig^'beliim diatur dan/ataii belum _cukup:."^afi^:dal^rp^^
Daerah iiii, sepahjang mengenai teknis pelaksanadnriya akan Siatur dengan'̂
Peraturan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 24 Desember 2014
BUPATI HALMAHERA TENGAH

M.AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 29 Desember 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN

HALMAHERA TFif6AH

BASRIAIl^

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 7
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PENJBLASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAIIBRA TEITGAH

" NOMOR: 7 TAHUN 2014

• TONTANa.A,,? ;4 .„ ------ PENGELOLAAN BARANG MILIK DAER^ ^

I. UMUM

Barang milik daerah sebagai sala satu unsiir penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat hams dikelola
dengan baik dan benar sehingga pengelolaan barang yang memenuhi asas-
asas dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu fungsional. Kepastian
Hukum, temsparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat terwujud. Selain itu
barang milik daerah juga mempakan kekayaan atau aset daerah yang tidak
hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi hams dikelola secara
efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat
memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya-dalam.. penyelenggaraan
pemerintahan, pembanguhan dari kemasyarakatan. -

^ P^^^i^sunan Rane^ganrPeraturard
Halmahera Tengah tentang Pengelolaan Barging Milik DaerS'%"empS^
tindak lanjut yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Khususnya Pasal 48 ayat (2), dan mempakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Pasal 105
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah dan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan barang milik
daerah.

Maksud penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dalam
rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan barang
miHk daerah, menyamakan presepsi dan langkah secara integral dan
menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik
daerah. Selain itu, peningkatan intensitas pelaksanaan umsan dan tanggung
jawab pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pengelolaan
barang milik daerah terus meningkat sehingga perlu disikapi dengan
mengambil langkah dan kebijakan yang terkoordinasi serta terpadu.

Ruang Ung'cup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam
peraturan daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan tuntutan ganti
mgi.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2 ' • _

Huruf a ,

^Yang dimaTcsud"dengan "Fungsional" yaitu"'pengmbH^ keputusan
dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah
yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang,
pengelola barang, dan Bupati sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung
jawab masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kepastian Hukum" yaitu pengelolaan barang
milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Transparansi" yaitu penyelenggaraan
._pengelolaarL barang.milik daerah..harus-transpar^...terhadap...hak

- - masyarakat dalam memperoleh infonnasi yang benar.

Yang dimaksud dengan "Efisiensi'' yaitu pengelolaan" bar^g milik
daerah diarahkan agar penggunaan barang milik daerah digunakan
sesuai batasan-batasan standsir kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" yaitu setiap kegiatan
pengelolaan barang miHk daerah harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Kepastian Nilai" yaitu pengelolaan barang
milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai
barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang mUik daerah serta penjoisunan neraca
Pemerintah Daerah.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Ekonomis" yaitu pengelolaan barang harus
dilaJ ukan secara berdaya guna sehingga kemanfaatnnya dapat
optimal dan/ atau berhasil guna sehingga dapat memberikan
keuntungan bagi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Tertib" yaitu pengelolaan barang milik daerah
harus dilakukan dengan baik dan benar, meliputi legalitas,
administrasi, pemakaian atau penggunaan yang sesuai dengan
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peruntukan barang, hubtingan dengan pihak lain secara jelas dan
sah.

Pas^-3 :
Barang milik daerah adalah barang milik daeraih yang pengelolaannya

... Uberada pada Pemsahan/Badan tJsaha MiWc Daerah/y^yas^ rn-jlik
daefah" yarig berasal/diBelih' deng^ d^a y^^ bersiimbe^^ "
atau sumbangan yang berupa, hadia, donasi, wakaf, hibah, swadaya
kewajiban pihak ke tiga dan sumbangan pihak lain maupun dari hasil
usaha sendiri.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas
Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

. -Termasuk dalam penger.tian-ini-meliputLkontrak.-kaiya, .kontrak
bagi hasil,;kontrak.kerja;jsama;i: ;;::rtar.

d Hl^fc . ; ;
Peraturan perund^g-und^igan yang dim^sUd adal^' Undang-
Undang Kepabeanan, termasuk pengertian ini meliputi barang
milik negara yang diperoleh dari aset asing dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Termasuk dalam pengertian ini meliputi kontrak karya,
kontrak bagi hsil, kontrak keijasama pemanfaatan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas
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Pasal7 > ' ^ : , • • . f.

Cukup jelas
: Pasal 8

Cukup jela^s
.Pasal ..IV.. ; ..-a, p^i^rah/y i., ,i_

•• •'• Cukup jelaB" - - - -- -
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal. 15.:__.. _ ...

Terinasuk-didalamii^-adalahiPeraturan Daerah tentang Unit Layanan
HPengadaan. ' ::;.r v:: .

Pasal~16 . . -

Yang termasuk pengadaan barang be.rsifat khusus contoh pengadaan
pakaian seragam

Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Vasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
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.i Ci., J. ;•

Usul pengguna^ meliputi barang milik yang digunakan
== oleh pengguna barang untuk penyelen^araan tugas pokok

dan fungsi termasuk baramg milik daerah yang ada pada
peng^na yang direncanakana untuk dihibahkan kepada
pihak ketiga atau y^g ak^ (^ja^ik^ per^^^ modal
daer^ " --v—.-.. •Ai-

Huruf b

Penetepan status penggunaan barang milik daerah oleh
pengelola barang disertai dengan ketentuan:
- Pengguna barang mencatat barang daerah tersebut

dalam Daftar Barang Pengguna apabila barang daerah
itu akan digunakan sendiri oleh pengguna untuk
menyelengarakan tupoksinya;

- Pengguna barang menyampaikan Berita Acara Serah
Terima Pengelolaan Sementara Barang Milik Daerah
kepada pengelola barang apabila barang milik daerah itu
akan dihibahkan._-atau....dijadikan... penyertaan modal

: L:L^ulu:.:-..daerah^iii: rk::

"Pasal 26 • '

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

.'^Lxci-Li LiJiiOiii
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PasalSl " - ' " • -

Cukupjelas - •=
Pasal 32 . ^

Cukupjelas
Pasal33 aU,.. ^ . .,i

-"Cukupjelas- - ...r.
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Tidak termasuk dalai3i .pengextian..pinjam,pakai„dalam.ayat ini

. ,1 adalait^p^galihan .pengunaani.barang. antar peng^na bararig
- milik daer^ y^g.in^mp^^ bentuk'j)erub^aii staus hukum'

Ayat'(2) ' "
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukupjelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas
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Pascal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Ayat ;(l)
..->o. Cukupjelas : . , -

"• •""-Ayatl(2y - • • -•
Cukup jelas

Ayat (3)
Barang Milik Daerah yang biaya pemeliharaannya dibebankan pada
APBD adalah Barang Milik Daerah yang ada dalatn
penggunaan/penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Ayat (1)
Yang dimaksud secara brkala adalah setiap enam bulan/per
semester

Ayat (2)
Cukupjelas ... , -

:Cukup^elas ^neninqk^n beun-k peruh^^h^ir: ^tpno ^iiri'
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukupjelas
Pasal 55.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peniUa internal" adalah penilai Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh pejabat
yang benvenang, yang diberi tugas, wewenang dan

tanggungjawab untuk melakukan penlaian secara independen.

Yang dimaksud dengan "penilai eksternal adalah penilai selain
penilai internal yang mempunyai ijin praktek penilaian dan
menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56

Cukupjelas
Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
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: Sebab-sebab yang wajar dan dimungkirikan menurut peraturan
• perundang-undangan.

: ;.Ayat:(3) • ••
•"-' iCukup jelas ^ •

cAyatc(^)-r--5 ..... . •
""CtlkU^J /:c.M—. .:r-

Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63. .. . -

y„iCukup_jelas - - -

Pasal.64

Ayat (1) " • "" "
Huruf a

Yang dimaksud dengan idle adalah Barang yang tidak
dapat dimanfaatkan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Ayat [2]

Lelang adalah penjualan barang milik daerah dihadapan pejabat
lelang.

Ayat (3)
Huruf a

Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus
adalah barang barang yang diatur secara khusus sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya
rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni
dan kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang
dujual kepada pejabat negara.

Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
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Pasal 67 :

TGukup jelasr
Pasal 68

'?Ayat;(l)'"1
.. D.t iCukujelas

Ayat (2)
Huruf a

Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang
disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu
yang berhubungan dengan sifat inas dan jabatannya, harus
tinggal di mmah tersebut (rumah jabatan).

Huruf b

Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah
yang tidak .boleh dipind^tangankan dari suatu dinas ke

III:: iciixj dinas yang.lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh
>4 - - , pegawm d^pinasyang bers^gkutan (rumah Instansi).

Huruf c

Rumah Daerah Golongan III adalah ramah milik daerah
lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk
ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah
daerah golongan I dan golongan II tersebut diatas.

Pasal 69

Cukup jeias
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77
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- v Cukupjelas
Pasal 78

Gutopjelas
Pas^V9

u Cuktejislas . -i i, -

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Ayat (1)_ ^ .
.. v: Cukupjelasi.^^^-i •. .r. -": " •

-• Ayat (2)ClbJ-'t-Oiily-S-vfccilsi uSi'SyLiuiH_ri i.iiul&.vi
- -- '^ang diinffisuH'tienga^ umum dalam hal ini adalah

kebijakan yangdikeluarkan oleh SKPD berdaarkan tugas, pokok
dan fungsi seca tertulis, baik dalam bentuk peraturan maupun
yang berbentuk surat yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan
barang milik daerah

Ayat (3)
Cukup jelas

Fasai «fc)

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan investigasi adalah penyelidikan dengan
mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan
dengan tujan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyan
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,::::;-(peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengah peggunaan,
: " r, pemanfaatan dan pemidahtanganan barang milik daerah.

:Pas^87r;.:

D.. -1 Tcukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas
Pasal .94 .

_ .... . _ Cukup: jelasi-:^.-^ .'
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